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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR    6   TAHUN   2011 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA CIREBON, 

 
 

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Pajak Hiburan telah 
diatur berdasarkan Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon                 
Nomor 03 Tahun 1998; 

 

  b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-
Undang Republik Indonesia  Nomor 28                  
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka pajak hiburan sebagai 
salah satu potensi pajak daerah yang akan 
menunjang Pendapatan Asli Daerah                    
Kota Cirebon perlu disesuaikan; 

 

                            c. bahwa berdasarkan pertimbang sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
mengatur Pajak Hiburan yang ditetapkan 
melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon; 
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Mengingat    :    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950                 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / 
Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

 

     2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981                   
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981   Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

 

3. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3684); 

5.   Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000     
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4286); 

 

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004   
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004                        
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008       
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  8. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004             
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009             
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

10.  Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009              
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011               
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                
Nomor 5234); 

 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 
tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak 
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000              
Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4062); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010       
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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  18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap 
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat 
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon                    
Tahun 1986 Nomor 4 Serie D); 

 

  19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah                
Kota Cirebon Nomor 19 Seri D); 

 

  20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA CIREBON 

dan 
 

WALIKOTA CIREBON 
 
 

                       MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG  PAJAK HIBURAN 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2.  Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

3.  Walikota adalah Walikota Cirebon. 

4.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan                     
di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.  

5.  Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, 
pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian 
SKPD dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan bidang 
pendapatan  di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan. 

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, 
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, 
Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk 
usaha badan lainnya. 

9.     Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan 
daerah atas penyelenggaraan hiburan. 
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10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian dan atau 
kegiatan, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau 
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. 

11. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

12. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang 
menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau 
menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh  
penyelenggara  hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis  

 (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk 
melaksanakan tugas pengawasan. 

13. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk 
menonton, menggunakan atau menikmati hiburan. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP 
adalah tanda atau surat yang digunakan Wajib Pajak untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang 
ke Kas Daerah dan atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh 
Walikota. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran, pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 
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17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda. 

21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh 
Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun 
pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sebagaimana tercantum 
dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD. 

22.  Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP 
adalah suatu surat keputusan untuk membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
tedapat dalam SKPDKB, SKPDKT,SKPDKBT, SKPDLB, dan 
STPD. 

23. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK 
adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

24. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak. 

26. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada 
PT. Bank Jabar Banten Cabang Cirebon atau Bank yang 
ditunjuk oleh Walikota. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK  PAJAK 

Pasal 2 
 

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap 
penyelenggaraan hiburan. 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran. 

 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Tontonan film; 
b. Pagelaran kesenian, musik, dan tari; 
c. Pagelaran busana; 
d. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
e. Pameran; 
f. Diskotik, klab malam, dan sejenisnya; 
g. Karaoke, dan sejenisnya; 
h. Sirkus, akrobat, dan sulap; 
i. Permainan bilyard, dan boling; 
j. Balap motor; 
k. Permainan ketangkasan;  
l. Pijat refleksi; 
m. Panti pijat, dan mandi uap/spa; 
n. Pusat kebugaran (fitness center); dan 
o. Pertandingan olahraga. 


